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ABSTRAK 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(Studi di Kabupaten Pesawaran) 

 

Oleh  

RESTU NANDA SYAH PUTRA 

Mencapai kemenangan pada saat kontestasi pemilu legislatif tentu tidak mudah, 

sehingga tiap kontestan harus memiliki konsep dan strategi yang dianggap efektif 

dan dapat mengungguli lawan politik lainnya. Kursi DPRD Kabupaten Pesawaran 

periode 2019-2024 berjumlah 45 orang. 15% diduduki  oleh para kontestan 

petahana tiga periode, dari 45 kursi yang ada sebanyak 7 Anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran merupakan petahana yang berhasil memenangkan kembali 

pemilihan dan 38 lainya merupakan pendatang baru juga petahana dua periode 

yang berhasil mempetahankan kedudukannya di kursi DPRD periode 2019-

2024.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang 

dimiliki oleh kandidat petahana tiga periode dalam memenangkan pemilihan 

legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dalam politik tentu persoalan 

diatas adalah persoalan yang bisa terjadi di dalam politik sebagai salah satu 

bentuk dan wujud politik yang nyata. dalam teori modal sosial yang dijelaskan  

oleh Robert D Putnam, bahwa modal sosial bagian dari kehidupan sosial berupa 

jaringan, kepercayaan dan norma yang mendorong partisipan bertindak bersama 

secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu tinggi akan 

memberi dampak positif pada tatanan sistem pemerintahan karena tingginya 

partisipasi masyarakat sipil yang membuat pemerintahan semakin akuntabilitas. 

Sehingga dengan memanfaatkan modal sosial maka seseorang akan mampu 

memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana Modal social 

anggota DPRD dalam memenangkan kontestasi pemilu legislative, Objek 

penelitian adalah fokus masalah yang akan di teliti, Pengaruh Modal Sosial 

Terhadap Anggota DPRD Terpilih Tiga Periode Kabupaten Pesawaran, sumber 

data primer dan data sekunder, serta teknik purposive sampling yaitu penentuan 

informan sejumlah 5 informan. Analisis penelitian adalah analisi data kualitatif 

bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, menurut Matthew 

B Miles &A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan  

yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Kata Kunci: Modal Sosial, anggota DPRD dan Pemilu Legislatif 



 

 

ABSTRACT 

 

SOCIAL CAPITAL ELECTED DPRD MEMBERS IN THREE PERIODS 

IN ELECTIONS LEGISLATIVE YEAR 2019 

(Study in Pesawaran Regency) 

 

By 

RESTU NANDA SYAH PUTRA 

Achieving victory in legislative election contests is certainly not easy, so each 

contestant must have a concept and strategy that is considered effective and can 

outperform other political opponents. The seats of the Pesawaran Regency DPRD 

for the 2019-2024 period total 45 people. 15% are occupied by three-term 

incumbent contestants, out of the 45 seats there are as many as 7 Members of the 

Pesawaran Regency DPRD who are incumbents who have won re-election and 38 

others are newcomers who are also incumbents for two periods who have 

managed to maintain their position in DPRD seats for the 2019-2024 period. This 

research is to describe the social capital possessed by incumbent candidates for 

three periods in winning the 2019 legislative elections in Pesawaran Regency. In 

politics, of course the above issues are issues that can occur in politics as one of 

the real forms and forms of politics. in the theory of social capital explained by 

Robert D Putnam, that social capital is part of social life in the form of networks, 

beliefs and norms that encourage participants to act together more effectively to 

achieve common goals. Besides that, high levels will have a positive impact on the 

governance system because the high participation of civil society makes 

government more accountable. So that by utilizing social capital, someone will be 

able to win political contestation. This research uses qualitative research 

methods, the object of research is the focus of the problem that will be examined. 

purposive sampling, namely determining the number of 5 informants. The 

research analysis is an inductive qualitative data analysis, namely an analysis 

based on the data obtained, according to Matthew B Miles &A. Michael 

Huberman (1992: 16) analysis consists of three streams of activities that occur 

simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing 

conclusions/verification. 

 

Keywords: Social Capital, DPRD members and Legislative Elections 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 

perbuatan-perbuatan yang buruk.”  

(QS. Huud: 114) 

 

“Dan sungguh akan Kami berikan ujian atau cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah 

kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.”  

(QS. Al-Baqarah: 155) 

 

“Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat 

sebaik-baiknya (profesional).” 

HR. Ahmad 

 

 “Berpikir besar kemudian bertindak.” 

Tan Malaka 

 

Jadilah Kaki yang Berjalan, Tangan yang Bergerak dan Kepala yang Berfikir. 

Iman Ilmu Amal, Yakin Usaha Sampai. 

 

“Semua akan Siap, bila ingin Menyiapkan, Semua akan Pantas, bila ingin 

Memantaskan.” 

(Restu Nanda Syah Putra) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Gejolak kontestasi politik sudah mandarah daging dalam pelaksanaan Demokrasi 

di negara Indonesia, menjadi budaya pembangkit semangat seluruh masyarakat 

untuk menentukan pilihan mereka pada saat pemilihan umum. Dalam sebuah 

negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari wujud 

pelaksanaan demokrasi. Negara yang sistem pemerintahannya berpanutan pada 

prinsip-prinsip demokrasi memerlukan adanya sebuah mekanisme pergantian 

pemimpin yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Terutama dalam 

pemilihan anggota legislatif, yang nantinya akan menjadi wakil dari rakyat untuk 

menyampaikan permasalahan apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 

dan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditemukan solusi. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem demokrasi, 

namun pembangunan demokrasi di Indonesia seperti banyak mengalami rintangan 

dan halangan. Demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan, 

maka proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis 

ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling 

esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada 

partisipasi. Meningkatnya partisipasi (atau inklusifitas) berarti meningkatnya 

jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim 

non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakatnya dari 

partisipasi.  

Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak kebebasan 

secara penuh. Kompetisi (atau liberalisasi) menyangkut tersedianya hak-hak dan 

kebebasan, paling tidak bagi beberapa anggota sistem politik. Meningkatnya 
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liberalisasi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya 

kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya tiga dimensi 

demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu negara maka akan 

lebih membuka peluang bagi berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim 

demokratis yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak 

warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya 

Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-

negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (representative 

democracy) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi 

di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya 

pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota 

legislatif di tahun 1999. Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era 

reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada 

lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif 

telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang 

merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan 

pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan 

dengan adanya rasa tanggungjawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin 

terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih 

dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001). 

Kekuasaan dalam pemerintahan terdapat pembagian dan fungsinya, secara 

horizontal menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang 

bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (division of powers). Menentukan siapa 

yang menduduki jabatan eksekutif, legislatif diperlukan suatu pemilihan umum 

(pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu proses dalam masyarakat secara 

langsung memilih calon kandidat baik partai politik maupun individu untuk 

menjadi perwakilan dalam lembaga eksekutif, dan legislatif. Pemilihan umum 

menjadi panggung politik dalam berdemokrasi. Para calon pemimpin bersaing 

untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. 

Kompetisi dalam pemilihan umum tidak hanya dari antar calon, namun figur dari 

seorang calon juga sangat menentukan, seperti ketokohan dan popularitas dalam 
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masyarakat, moralitas, serta pekerjaan. Disini modal menjadi sangat penting, salah 

satunya yaitu modal sosial. Dalam disertasi yang berjudul Perempuan Dalam 

Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah (Lestari, 2019:315) menjelaskan bahwa 

kepemilikan modal perempuan sangat memberi kontribusi perjuangannya didalam 

arena kontestasi politik. 

Hal ini berarti dengan mengingat budaya patriarki yang ada di Indonesia, 

kepemilikan modal sosial dapat digunakan sebagai salah satu modal dalam 

mengikuti kontestasi politik, baik kandidat laki-laki ataupun perempuan semua 

bisa menduduki jabatan. Kedudukan modal sosial dalam dunia politik memang 

sangat penting, karena seorang calon yang memiliki modal sosial tinggi berarti 

calon tersebut tidak hanya memiliki jaringan dimasyarakat yang baik dan 

kepercayaan, namun juga norma yang diterapkan memang baik, ketiganya 

dijadikan sebagai ujung tombak dalam mengikuti pemilihan umum.  

Robert D. Putnam, mendefinisikan modal sosial adalah bagian dari kehidupan 

sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan 

bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama 

(dalam Field, 2011: 51). modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-

nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-

anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. 

Dengan mempunyai modal sosial yang tinggi, kandidat tidak hanya dikenal oleh 

para pemilih (voters) atau masyarakat. Akan tetapi melalui pengenalan- 

pengenalan yang sudah lama dibangun dan dirawat dengan masyarakat, para 

pemilih lebih leluasa untuk memilih karena sudah dapat menilai dan memahami 

kandidat yang akan dipilihnya, secara tidak langsung kandidat yang memiliki 

modal sosial yang kuat akan mendapatkan kepecayaan untuk dapat mewakili                 

masyarakat untuk menjadi pemimpin atau sebagai orang yang dipercaya 

menduduki parlemen ataupun pemerintahan. 

 

Dalam pemerintahan maupun parlemen banyak faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan, tugas dan wewenangnya. Terutama DPRD, salah satunya adalah 

masalah sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD itu sendiri dan adanya 

perubahan pola kerja anggota DPRD di pemerintahan daerah. Adanya perasaan 
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cepat puas atau karena faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung 

jawab pribadi sebagai wakil rakyat, ada kecenderungan integritas moral yang 

rendah sebagian anggota DPRD itu sendiri. sehingga DPRD mengalami krisis 

kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang 

melibatkan tanggungjawabnya. 

Pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah 

tentunya banyak hal yang perlu di perjuangkan agar dapat bersuara dan 

memperjuangkan suara rakyat, nyatanya berbagai permasalahan tetap saja 

berlarut-larut dan tidak ada solusi dari pada peran dan fungsi DPRD dalam 

berjalanya pemerintahan di suatu daerah saat ini, banyak kebutuhan masyarakat 

yang bersifat urgent tidak bisa dituntaskan sehingga secara tidak langsung 

masyarakat semakin acuh dengan sendirinya karena rasa kekecewaan terhadap 

wakil rakyat yang telah dipilih oleh mereka. 

 
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.271/PL.01.3-

Kpt/06KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, sebanyak 45 kursi Anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaran yang terbagi di 5 wilayah daerah pemilihan 

Tabel 1.1 Jumlah kursi DPRD Kabupaten Pesawaran 
 

Nama Dapil Wilaya

h 

Dapil 

Jumlah 

Kursi 

PESAWARAN 1 Gedongtataan 9 

PESAWARAN 2 Negerikaton dan Tegineneng 11 

PESAWARAN 3 Way Ratai, Teluk Pandan,Padang 

Cermin 

10 

PESAWARAN 4 Marga Punduh, Punduh Pidada 3 

PESAWARAN 5 Kedondong, Way Lima, Way Khilau 12 

TOTAL 45 

Sumber : KPU Republik Indonesia Tahun 2018 
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Pada kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pesawaran periode 2019-2024, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melaksanakan penetapan calon 

anggota tetap pemilu legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019. 

Penetapan ini berdasarkan berita acara KPU No. 125/ PL.01.4-BA/1801/KPU-

Kab/IX/2018 usai menggelar rapat pleno KPU Pesawaran yang digelar di 

Sekretariat KPU di Jl. Raden Intan, No. 82A, Gedong Tataan, Kamis (21/9/2018). 

Gambar 1.1 Data Calon Tetap DPRD Kab. Pesawaran 
 

165 Perempuan 

 

 264 Laki-Laki 

 

429 Caleg DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data Calon Tetap DPRD Kab. Pesawaran 

Sumber : KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 

 

Dari jumlah calon sebanyak 429 tentunya para calon memiliki latar belakang dan 

memiliki modal yang berbeda-beda pula serta berasal dari partai yang berbeda-

beda. Pada kontestasi pemilihan legislatif DPRD Kabupaten/Kota, para calon 

anggota DPRD baik itu petahana maupun pendatang baru tentunya saling berebut 

kepercayaan dan berebut hati masyarakat untuk mendapatkan suara sebanyak-

banyaknya dalam mencapai kemenangan, tentunya hal ini masyarakat tidak 

semata-mata memilih tanpa penilaian baik bagi calon petahana maupun pendatang 

baru. 

 

Dari jumlah 429 calon kandidat yang telah di tetapkan KPU pada pemilihan  

legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran, terdapat calon kandidat petahana 

yang mencalonkan diri kembali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai 

legislatif pada pemilihan tahun 2019, tentu para calon petahana memiliki peluang  
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tambahan karena sudah melaksanakan kinerjanya selama 2 periode terakhir dan 

juga sudah dikenali oleh masyarakat khususnya dapil para petahana. Dari Jumlah 

45 Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 sebanyak 5 

anggota DPRD mencalonkan diri kembali dan terpilih untuk melanjutkan kinerja 

mereka dalam periode ke 3 sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari 

tahun 2019 - 2024.  

 

Pada kontestasi politik banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat terpilih, 

adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpilihnya calon legislatif adalah 

masyarakat lebih memandang figur dari caleg dibandingkan dengan partai politik 

caleg, kemudian bagaimana strategi caleg utuk dapat berkomunikasi dengan 

masyarakat. Selain itu, faktor terpilihnya caleg yaitu dengan memiliki modal yang 

cukup kuat. Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga serta jaringan sosial yang 

dimilikinya agar mampu bersaing dengan calon legislatif lainnya. 

 

Setelah berlangsungnya kontestasi politik pemilihan calon anggota Legislatif 

DPRD Kabupaten Pesawaran pada 17 April 2019, KPUD Kabupaten Pesawaran        

menggelar rapat pleno penetapan hasil suara dan perolehan kursi anggota 

Legislatif Kabupaten Pesawaran. 

 

Berdasarkan berita acara nomor : BA/024/PL.01.9-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 

tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran  terpilih hasil Pemilu 2019. 

 

Tabel 1.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

Nama Anggota Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah 

Devita Sahara PKB Pesawaran 1 1.880 

Zulkarnain PKB Pesawaran 2 1.470 

Firdayana  PKB Pesawaran 3 1.110 

Rudi Andriansyah PKB Pesawaran 5 1.700 

Rohimah Rahman, S.Ag. PKB Pesawaran 5 1.677 

Evi Susina, S.H. Gerindra Pesawaran 1 1.542 
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Nama Anggota Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah 

Lenida Putri, S.IP. Gerindra Pesawaran 2 2.142 

Rudi Agus Sunandar, SE. Gerindra Pesawaran 3 1.211 

H. Syaipurrohman, SE. Gerindra Pesawaran 5 1.564 

Aria Guna, S.Sos.I., 

M.M. 

PDI-P Pesawaran 1 1.786 

M. Nasir, S.I.Kom., 

M.M. 

PDI-P Pesawaran 2 6.196 

Sucipto, S.A.P. PDI-P Pesawaran 2 2.778 

Bambang D.S.L.P., S.H. 

S.Kep 

PDI-P Pesawaran 2 1.922 

Suprapto PDI-P Pesawaran 3 2.440 

Evi Dwiyana Lestari PDI-P Pesawaran 3 1.521 

Masnayati PDI-P Pesawaran 4 1.787 

Heri Yurizal Efendi PDI-P Pesawaran 5 1.612 

Harno Irawan PDI-P Pesawaran 5 1.593 

Drs. Erlinda Widiastuti, 

M.Pd.I. 

Golkar Pesawaran 1 1.177 

Yusak, SH., MH. Golkar Pesawaran 2 2.894 

Bambang Suheri, SH. Golkar Pesawaran 3 2.278 

Mustika Bahrum, SE., 

M.M. 

Golkar Pesawaran 5 2.277 

Hamsinar Nasdem Pesawaran 1 1.549 

A. Gunawan Nasdem Pesawaran 3 1.364 

Fahmi Fahlevi, S.Pd. Nasdem Pesawaran 4 2.270 

Roliyansyah, SE. Nasdem Pesawaran 5 894 

Atut Widiarti, S.Sos. PKS Pesawaran 1 1.221 

Tati, SE. PKS Pesawaran 2 2.250 

Widada PKS Pesawaran 3 1.881 

Agung Prasetia Baktiana PKS Pesawaran 5 2.187 

Andi Supratman PPP Pesawaran 2 1.904 



8 
 

 

Nama Anggota Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah 

Rifky Assofani, SH. PPP Pesawaran 5 1.372 

Muklis PAN Pesawaran 1 2.417 

Paisaludin PAN Pesawaran 2 4.666 

Umroni, A.Md. PAN Pesawaran 3 898 

Saifudin PAN Pesawaran 4 2.336 

Saptoni, SH. PAN Pesawaran 5 2.841 

Supriyadi Hanura Pesawaran 1 1.884 

Rohman Hanura Pesawaran 5 1.037 

Bumairo Demokrat Pesawaran 1 1.394 

Olan Fitrionando Demokrat Pesawaran 2 5.179 

Irfani, SP. Demokrat Pesawaran 2 2.398 

Musannif Yasser 

Syamsurya 

Demokrat Pesawaran 3 1.646 

Subhan Wijaya, S.Kom. Demokrat Pesawaran 5 1.795 

Muzakkar, S.Sos PBB Pesawaran 3 1.998 

Sumber : KPU Kab. Pesawaran 

 

Dalam kontestasi pemilihan DPRD sebagai wakil rakyat, setiap masyarakat yang 

telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilihan umum. Ia bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi 

pilihannya. Dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan hak suaranya baik 

berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya 

untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini 

terutama di daerah, pemilu legislatif patut mendapat dukungan oleh seluruh 

masyarakat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil- 

wakil rakyat dan atau pemimpin yang berlegitimasi, tetapi juga karena pemilu itu 

sendiri secara substansial membawa pesan moral agar rakyat memilih wakil-wakil      

rakyat yang memiliki hati nurani. 

Dalam kontestasi pemilihan tentu siapun berhak menang dan kalah namun untuk 

mencapai kemenangan tentu ada hal yang mendukung itu semua terutama dalam 
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memilih wakil rakyat yang berkualitas dan beritegritas di daerah Kabupaten 

Pesawaran, salah satu teori mengemukakan bahwasannya seorang kandidat akan 

menang jika memiliki modal salah satunya modal sosial, dengan begitu 

bagaimana modal sosial para anggota DPRD terpilih dalam memenangkan 

pemilihan legislatif di Kabupaten Pesawaran. 

 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk merencanakan penelitian tentang 

modal sosial anggota DPRD terpilih Kabupaten Pesawaran pada pemilihan 

legislatif tahun 2019 sebagai bahan referensi penelitian ini maka penulis 

mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Peneliti : A. Mbolang, FB Tokan dan V. I A. Boro (2019), Judul : Modalitas 

Sosial Politik : Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM), Hasil 

dari penelitian ini lebih kepada kajian kombinasi modalitas dalam strategi 

pemenangan kandidat yakni modal politik, modal ekonomi dan pemanfaatan 

modal sosial secara maksimal untuk meraih kemenangan pada kontestasi 

politik, pada penelitian ini lebih menjabarkan bagaimana kandidat untuk 

dapat menang dengan strategi pemenangan dengan dominasi modal sosial 

yang dimiliki. 

2. Peneliti : Ariel Kristianto Pura (2020), Judul : Strategi Pemenangan Dalam 

Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan 

Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, Hasil dari penelitian ini 

berfokus terhadap strategi pemenangan calon anggota legislatif partai 

gerindra agar dapat terpilih dalam kontestasi di daerah kabupaten Halmahera 

barat. 

3. Peneliti : Suci Indah Ratna Pratiwi (2020), Judul : Modal Sosial Anggota 

Legislatif Muda DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif 

Tahun 2019, Pada penelitian ini lebih mendalami untuk mengetahui tahapan 

generasi muda dalam ranah kontestasi politik pemilihan anggota legislatif 

dengan modal sosial yang dimiliki yang mana hasil dari pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa modal sosial yang dimiliki menjadi faktor penentu 

kemenangannya dalam pemilu. 
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4. Peneliti : Indria Sofiatul Hilmi (2020), Judul : Modal Sosial Siti Rochmah 

Yuni Astuti Dalam Pemilihan Legislatif 2019, Hasil penelitian ini fokusnya 

terhadap perjuangan dalam tahapan kontestasi legislatif seorang calon DPRD 

mmelalui strategi modal social agar dapat terpilih. 

5. Peneliti : Renita Ananda dan Tengku Rika Valentina (2021), Judul : Modal 

Politik dan Modal Sosial Arthari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu 

Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Sumatera Barat, Pada penelitian ini saya 

menilai penelitian ini lebih menjabarkan mobilisasi modal politik kandidat 

atau kelompok agar pemilih memilihnya dalam pemilihan dan fokus untuk 

menjelaskan mengenai aspek modal sosial dan modal politik oleh seorang 

aktor maupun kelompok dalam melakukan maketing politik agar mampu 

menciptakan strategi politik yang baik untuk memenangkan kontestasi 

politik. 

Hal yang menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya, dalam 

penelitian ini ditekankan pada Analisa modal sosial para anggota terpilih DPRD 

Kabupaten Pesawaran selama 3 periode dalam masa jabatan 2019 – 2024 dan 

tindakan meminimalisir penggunaan biaya finasial yang berlebih, sehingga 

prilaku masyarakat akan lebih menjadi lebih terbuka. Bahwasanya wakil rakyat 

yang akan dipilih tidak perlu memiliki modal finansial yang besar agar tidak 

terjadi banyak kecurangan dan ketidak propesionalitas dalam pelaksanaan 

pemilihan anggota legislatif dapat dicegah dari hal kecil semaksimal mungkin. 

Karena sejatinya setiap kontestan yang berhasil duduk di kursi legislatif 

Kabupaten Pesawaran tentu memiliki strateginya masing masing, yang mana 

pada kontestasi politik pada saat ini sudah bukan hal biasa jika masyarakat 

banyak yang memilih jika seorang kandidat dapat memberikan bingkisan, uang 

atapun bentuk imbalan lainnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini    adalah: “Bagaimana Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Tiga 

Periode di Kabupaten Pesawaran Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif 

tahun 2019. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan “Untuk  menganalisa 

modal sosial yang dilakukan Anggota DPRD terpilih tiga periode dalam 

memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tambahan wawasan  

ilmu politik, khususnya melalui kajian pengaruh modalitas dalam kontestasi 

politik terutama Modal Sosial anggota terpilih DPRD Kabupaten Pesawaran yang 

berhasil menang pada pemilihan legislatif tahun 2019. Selain untuk pemanfaatan 

menggalang dukungan dalam kontestasi politik namun konsep modalitas juga 

berpengauh terhadap kualitas daripada kandidat yang terpilih menjadi anggota 

DPRD. 

 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat yang 

memiliki hak suara agar dapat melihat lebih dalam dan luas tehadap setiap 

kontestasi politik dan benar-benar memilih kandidat dengan tepat. Selain itu 

memberikan masukan untuk para kandidat yang maju dalam kontestasi pemilihan 

agar dapat efisien, efektif serta maksimal dalam membaca peluang dan kekuatan 

yang dimiliki melalui strategi yang sudah terencana. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Modal Sosial  

 

Modal sosial merupakan salah satu unsur yang dapat dipandang sebagai basis dari 

dominasi dan legitimasi. Tidak dapat dipungkiri guna mewujudkan keinginan 

untuk masuk ke ranah politik membutuhkan modal sosial. Semakin besar modal 

sosial yang dimiliki, maka akan semakin mudah pula seseorang untuk 

memperoleh kekuasaan. Para calon kandidat legislatif baik itu laki-laki ataupun 

perampuan sangat membutuhkan modal sosial, perempuan harus memiliki modal 

sosial dominan karena porsi yang dibutuhkan oleh perempuan lebih besar 

dibanding dengan laki-laki. Dalam politik diyakini bahwa ranah politik 

merupakan dunia laki-laki untuk berkontestasi, sehingga perempuan yang terlibat 

didalam dunia politik membutuhkan modal sosial yang lebih besar untuk 

membuktikan bahwa perempuan bisa masuk di dunia politik yang dianggap 

sebagai dunia laki-laki. Perempuan yang memiliki basis massa besar dan 

tergabung dalam sebuah organisasi, biasanya mereka akan mendapat dukungan 

dari massa dan anggota organisasinya, karena mereka memiliki keinginan untuk 

menjadikan salah satu anggotanya menjadi anggota dewan yang nantinya bisa 

memberikan kontribusi terhadap organisasi dan dalam masa yang telah 

mendukungnya (Lestari, 2019:234). 

 Modal sosial menurut Robert De Putnam terdapat tiga unsur dalam modal sosial 

yaitu Jaringan (Network), Kepercayaan (Trust), dan Norma (Norms). Modal sosial 

muncul akibat dari ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi permasalahan 

dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan kerja sama dan 

kebersamaan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Modal sosial pertama 

kali dikenalkan oleh seorang pendidik di Amerika Serikat pada abad ke-20 yang 

bernama Lyda Judson Hanifan, menurut Hanifan yang dikutip dalam Jurnal 
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Masyarakat dan Budaya (Syahra, 2003:2) menjelaskan bahwa modal sosial bukan 

merupakan modal dalam bentuk uang atau harta namun merupakan modal 

berharga untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat.  

Terdapat tiga tokoh utama yang banyak memberi kontribusi mengenai modal 

sosial namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada teori salah satu tokoh 

yaitu Robert De Putnam. Dalam buku Modal Sosial (Field, 2010:21) menjelaskan 

pandangan dari ketiga tokoh mengenai pengertian modal sosial. Pierre Bourdieu 

mengartikan modal sosial merupakan jumlah sumber daya dalam bentuk aktual 

maupun maya yang yang ada pada individu atau kelompok dan memiliki jaringan 

tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit 

banyak terinstitusionalisasikan (Field, 2010:23). Sedangkan James Coleman 

memiliki pandangan mengani modal sosial yang diidentifikasikan berdasarkan 

atas fungsinya, ini bukanlah entitas tunggal, namun variasi dari entitas berlainan 

yang memiliki kesamaan karakteristik dimana mereka semua terdiri dari beberapa 

aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan individu yang berapa 

dalam struktur tersebut (Field, 2010:41). Yang terakhir menurut Robert D Putnam, 

modal sosial menurut Putnam yaitu bagian dari kehidupan sosial berupa jaringan, 

kepercayaan, dan norma yang mendorong partisipan bertindak bersama secara 

lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Field, 2010:51). 

Dalam penelitian ini fokus pada pandangan modal sosial menurut salah satu tokoh 

yaitu Robert D Putnam. Menurut Putnam yang dikutip dalam jurnal dengan judul 

“Modal Sosial dan Pembangunan” (Haridison, 2013:31) menjelaskan bahwa 

modal sosial yang tinggi akan memberi dampak positif pada tatanan sistem 

pemerintahan karena tingginya partisipasi masyarakat sipil yang membuat 

pemerintahan semakin akuntabilitas. Tingginya modal sosial yang dimiliki oleh 

masyarakat akan memberi dampak yang baik bagi suatu negara, dimana akan 

terjalin hubungan antara masyarakat dan negara dengan baik yang mana akan 

terjaminnya stabilitas politik negara.  

Menurut Putnam dalam bukunya yang berjudul Making Democracy Work: Civic 

Traditions in Modern Italy (dalam Syahra, 2003:5) mendefinisikan modal sosial 

sebagai feature of social organization, such as networks, norms, and trust, that 
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facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit, ciri-ciri organisasi 

sosial seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan 

koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.  

 

Modal sosial menurut Putnam memiliki tiga aspek penting yaitu adanya 

jaringan/hubungan (networks), kepercayaan (trust), dan norma (norms), dimana 

ketiganya yang akan mendorong terjadinya sebuah kolaborasi sosial untuk 

mencapai kepentingan bersama, selain itu juga mengandung pengertian bahwa 

diperlukannya suatu jaringan sosial (social networks) yang ada dalam masyarakat, 

karena penggunaan jaringan/hubungan untuk kerja sama dapat membantu 

seseorang dalam memperbaiki kehidupan mereka (Fathy, 2019:3), serta norma 

yang mendorong produktivitas masyarakat. Putnam memandang bahwa modal 

sosial diperoleh dari individu terhadap sesuatu yang dimiliki kepada individu lain 

atau kelompok lain yang tidak memiliki untuk membuat suatu komitmen, dimana 

komitmen dianggap sebagai norma sosial yang menjadi komponen modal sosial 

seperti kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal 

balik, dan sebagainya. Norma sosial yang dimaksud adalah aturan tak tertulis yang 

berlaku dalam masyarakat guna mengatur perilaku dalam melakukan interaksi 

dengan orang lain. Menurut Putnam yang dikutip oleh Haridison (2013:33) dalam 

artikel bahwa rasa saling percaya/kepercayaan (trust) merupakan hal penting yang 

ada dalam modal sosial. Saling percaya/kepercayaan (trust) muncul akibat dari 

adanya relasi-relasi sosial yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah penjabaran 

dari pokok konsep modal sosial menurut Putnam, yaitu: 

 

a. Hubungan/jaringan (Networks) Gagasan sentral dalam modal sosial adalah 

bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai, jaringan 

memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja satu 

sama lain, bekerja itu tidak hanya dilakukan dengan orang yang dikenalnya 

secara langsung, untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010:18).  

Melalui jaringan orang yang semula tidak tahu bisa menjadi tahu karena 

orang lain dapat saling memberi tahu, mengingatkan, menginformasikan, dan 

saling membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Jaringan sosial 
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merupakan struktur sosial yang dibentuk oleh individu atau kelompok atas 

dasar satu atau lebih persamaan seperti nilai, visi, misi, ide, teman, keturunan. 

Mengembangkan jaringan sosial yang didasarkan pada normanorma bersama 

dan iklim kerja sama akan membuat modal sosial berkembang (Fathy, 

2019:7-8). Konsep jaringan terdapat unsur kerja yang melalui media 

hubungan sosial menjadi kerja sama, hubungan yang terjadi dapat dalam 

bentuk formal maupun informal. Hubungan sosial merupakan gambaran dari 

kerja sama serta koordinasi antar warga yang didalamnya telah tertanam 

ikatan sosial yang aktif. Melalui jaringan sosial, individu atau kelompok akan 

ikut serta dalam tindakan resiprositas dan melalui hubungan itu pula akan 

diperoleh keuntungan yang saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh 

individu atau kelompok. 

 

Pada intinya, jaringan sosial dapat terbentuk apabila telah ada rasa saling 

percaya, saling tahu, saling memberi informasi, saling mengingatkan, serta 

saling membantu dalam mengatasi suatu permasalahan. Sebenarnya jaringan 

sosial memiliki arti yang sangat penting pada setiap individu atau kelompok, 

karena dapat dikatakan bahwa semua orang jaringan merupakan salah satu 

blok dari suatu bangunan. 

 

b. Kepercayaan (Trust)  

Kepercayaan merupakan sebuah ikatan tali yang memiliki arti sangat penting 

karena ia yang akan menyatukan. Inti dari kepercayaan yaitu adanya suatu 

hubungan antar dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat harapan yang 

apabila direalisasikan tidak akan memberi dampak buruk kepada salah satu 

pihak, dan apabila yang diuntungkan hanya salah satu pihak maka pihak lain 

tidak merasakan kerugian. Menurut Putnam, memandang kepercayaan/saling 

percaya (trust) merupakan salah satu bentuk keinginan untuk mengambil 

risiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa 

yang lain akan melakukan sesuatu yang diharapkan serta senantiasa akan 

bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, atau paling 

tidak pihak lain tidak akan bertindak yang dapat merugikan diri dan 

kelompoknya. Didalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Putnam menjelaskan 
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bahwa kepercayaan memiliki implikasi positif dalam kehidupan 

bermasyarakat, hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana 

keterkaitan orang-orang memiliki rasa saling percaya dalam suatu jaringan 

sosial memperkuat normanorma mengenai keharusan untuk saling membantu 

(Syahra, 2003:6). 

 

Keberadaan kepercayaan yang terjalin dengan baik akan memudahkan 

individu atau kelompok dalam menjalin hubungan dan saling kerja sama yang 

menguntungkan, sehingga terdorong timbulnya hubungan timbal balik dari 

pihak-pihak yang terkait. kepercayaan memiliki kedudukan penting bagi 

individu atau kelompok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, karena 

tanpa memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya akan terjadi 

disintegratif (Fathy, 2019:9) 

 

Dimana dalam kelompok yang memiliki modal sosial yang tinggi akan 

mempermudah dalam penyelesaian masalah, hal ini karena adanya rasa 

percaya tinggi yang terjalin antar anggota atau masyarakat. Adanya 

kepercayaan (trust) yang dimiliki setiap individu atau kelompok akan 

memberikan dampak positif untuk perkembangan organisasinya atau 

perkembangan masyarakat itu sendiri. 

 

c. Norma (Norms)  

Menurut Robert M.Z. Lawang didalam buku Studi Masyarakat Indonesia 

(Handoyo, 2015:46) menjelaskan bahwa norma merupakan patokan perilaku 

dalam suatu kelompok, yang memungkinkan seseorang untuk menentukan 

terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai orang lain, serta 

digunakan sebagai kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak 

perilaku seseorang. 

 

Dalam modal sosial, norma tidak dapat terpisah dari yang namanya jaringan 

dan kepercayaan. Apabila struktur jaringan muncul akibat dari adanya suatu 

pertukaran sosial yang terjadi antar dua orang atau lebih, maka sifat norma 

muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Dapat disimpulkan 

apabila didalam pertukaran sosial tersebut menimbulkan keuntungan dan 
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keuntungan itu hanya dirasakan oleh salah satu pihak maka pertukaran sosial 

selanjutnya tidak akan terjadi. Karena apabila dalam pertukaran yang pertama 

kedua pihak merasakan keuntungan yang sama, maka dalam pertukaran yang 

kedua terdapat harapan keuntungan yang lebih tinggi. Jika pertukaran sudah 

terjadi beberapa kali dengan prinsip saling menguntungkan yang dipegang 

teguh, oleh karena itu muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, dimana 

intinya guna membuat kedua pihak merasa diuntungkan melalui pertukaran 

yang terjadi. 

 

Didalam Jurnal Antropologi menjelaskan bahwa norma mendasari 

kepercayaan sosial karena dapat menyebabkan harga transaksi menjadi lebih 

sedikit dan memfasilitasi kerja sama. Norma membutuhkan apa yang disebut 

dengan reaksi timbal balik (reciprocity). Reciprocity ada dua yaitu reciprocity 

seimbang yang menghadirkan pertukaran timbal balik yang seimbang antara 

pihakpihak yang bersangkutan, sedangkan reciprocity umum adalah 

pertukaran yang berlangsung secara berkelanjutan yang artinya balasan dari 

kebaikan tidak harus langsung dibalas pada saat itu juga namun bisa dibalas 

dilain waktu (Putri, 2017:170).  

 

Norma yang telah tercipta diharapkan akan selalu dipatuhi dan diikuti oleh 

individu ataupun kelompok. Norma sosial akan sangat berperan dalam 

mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat, norma 

ini biasanya mengandung sanksi sosial bagi yang melanggar serta dapat 

mencegah individu atau kelompok melakukan perbuatan menyimpang dari 

kebiasaan yang sudah berlaku didalam kehidupan masyarakat. Norma 

memang tidak tertulis namun dipahami oleh semua masyarakat serta melalui 

norma pula dapat digunakan untuk menentukan pola perilaku yang 

diharapkan dalam konteks hubungan sosial. 

 

2.2  Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah, sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah, yang 
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harapannya adalah sebagai pelaksanaan check and balance lembaga di luar 

kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan. Kemudian, agar kepala 

daerah dapat membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPRD, 

maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan 

dalam pembangunan daerah. Namun, perlu diingat bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian sinergi yang tidak terpisahkan dengan 

pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. 

 

Sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai 

politik peserta pemilihan umum atau pemilu yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang 

terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan 

daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan 

DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan 

perangkat daerah. 

 

Sebagai implementasi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan dalam UU Nomor 

23 Tahun 2014 bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu 

yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD dibatasi, paling 

sedikit 35 orang sampai dengan 100 untuk DPRD Provinsi. Sedangkan untuk 

jumlah anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 

50 orang. Jumlah anggota DPRD untuk masing‐masing daerah berbeda‐beda 

menurut kuota yang ditentukan UU Nomor 23 Tahun 2014. 

 

Perihal keanggotaan DPRD juga diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008). Parameter yang digunakan 

untuk menentukan berapa orang jumlah anggota DPRD untuk suatu daerah ialah 

jumlah penduduk di daerah bersangkutan. Keanggotaan DPRD disahkan atau 

diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Propinsi dan 

dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap 

anggota DPRD memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dan 
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berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 

2.2.1 Peran DPRD  
 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat    di pusat 

pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di 

Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan 

asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga 

melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi 

vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari 

pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  

 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkatperangkat 

dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah 

sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan 

lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleks dari sistem yang ada di 

pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan 

legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga 

Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: 

1. Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk 

urusanurusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan 
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pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas 

pembantuan);  

2. Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan 

programprogram pembangunan di daerahnya;  

3. Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD)  

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku 

kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan 

kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.  

 

2.2.2 Fungsi DPRD 

 

Dalam peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mewujudkan peran, 

terdapat juga fungsi-fungsi DPRD, antara lain sebagai berikut:  

1. Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan 

melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD 

senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;  

2. Advokasi Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya 

melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang 

sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung 

banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. 

Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai 

kepentingan tersebut.  

3.  Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha 

mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini 

adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap 

kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh 

masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, 

seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD 

dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi,  

 

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 

Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut 

lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :  
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• Fungsi legislasi   

• Fungsi anggaran; dan  

• Fungsi pengawasan  

 

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan 

output, sebagai berikut:  

1. PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif. Dalam arti PERDA-PERDA 

yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal 

itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah 

bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA yang 

dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa 

agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.  

2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat 

kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan 

keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.  

3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, 

baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.  

 

Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan 

modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat 

kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri. 

 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, 

serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun 

anggota DPRD. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama 

dengan jumlah komisi di DPRD tersebut. Apabila sebuah partai politik yang 

jumlah anggotanya sama atau lebih dari jumlah komisi, maka partai politik 

tersebut dapat membentuk satu fraksi. Namun, apabila sebuah partai tidak 

memiliki anggota sebanyak jumlah komisi di DPRD maka partai tersebut harus 

bergabung dengan fraksi lain atau bergabung dengan partai politik lain untuk 

membentuk sebuah fraksi. Sedangkan bila tidak satupun partai politik yang jumlah 

anggotanya memenuhi batas minimal pembentukan fraksi maka partai politik yang 

ada dapat membentuk fraksi gabungan, dengan catatan bahwa jumlah fraksi 
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gabungan di DPRD tersebut paling banyak 2 fraksi. 

 

2.3 Pemilihan Umum 

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk 

menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 

tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi Pemilihan umum 

yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan 

UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden 

Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak 

bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan 

banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya 

pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara 

perwakilan. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses 

pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.  

 

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain 

prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai 

bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan 

keputusan kenegaraan. Banyak para ahli yang menjelaskan terntang pengertian 

pemilu, antara lain dikemukakan ( Ibnu Tricahyo 2009:6) mendefinisikan secara 

universal pemilihan umum adalah: “instrument mewujudkan kedaulatan rakyat 

yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan 

aspirasi dan kepentingan rakyat” Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan 

umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk 

pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan 

kepentingn rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka 

penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyatnyang 

duduk dalam parlemen dan kepala pemerintahan dengan sisitem perwakilan 

(respresentatig democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).  
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Wakil-wakil yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (general 

election) secara berkala agar memperjuangkan aspirasi rakyat. Soedarsono 

(2005:1). Mengemukakan lebih lanjut pengertian pemilu yaitu: “bahwa yang 

dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemiliahan umum syarat minimal bagi 

adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil 

daerah, president untuk memebentuk pemerintahan demokratis”. Penjelasan 

diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya 

demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden 

untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan 

oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan. Kedaulatan 

rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala 

daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum.  

 

Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara 

langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan 

fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam 

siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat 

benarbenar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus 

ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melaui pemilihan umum. Menurut jimly 

Asshidiqqi (2006:169-171) penting penyelenggaran pemilihan umum serta 

berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya :  

 

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.  

2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah  

3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya  

4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan Legislatif. 

  

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan 

umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan 

rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan 

umum menjadi sarana untuk menyalurjan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan 

rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi 

dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan 
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rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihnya 

dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun 

Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang 

dipilih langsung oleh masyarakat. 

 

2.3.1 Pemilihan umum di Indonesia dan Tujuan  

 

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 

yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan 

Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 

MPR RI. Dalam rangka mewujudkankedaulatan rakyat secara nyata dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara 

demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan 

pemungutan suarasecara Iangsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam 

penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:  

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis  

b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas  

c. Menjamin konsistensi pengaturan sitem pemilu 

d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan,  

e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.  

Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang 

bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR, DPD. Pemilu di Indonesia 

menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  

a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya 

secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;  

b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;  

c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih 

untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;  

d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;  
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e. Jujur artinyasemua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;  

f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihdan peserta pemilu 

mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

 

Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan 

tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan diatas 

peneliti ingin melihat adanya fenomena yang menarik pada pemilu legislatif tahun 

2019 yang ada di Kabupaten Pesawaran, bahwasanya pada pemilihan kali ini 

terpilih kembali petahana yang 2 periode sebelumnya memang sudah menang 

dalam konstestasi pemilu legislatif di kabupaten pesawaran sehingga pada periode 

2019 – 2024 terpilih menjadi 3 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten 

Pesawaran.  

Modal sosial menurut Putnam memiliki tiga aspek penting yaitu adanya 

jaringan/hubungan (networks), kepercayaan (trust), dan norma (norms), 

dimana ketiganya yang akan mendorong terjadinya sebuah kolaborasi 

sosial untuk mencapai kepentingan bersama, selain itu juga mengandung 

pengertian bahwa diperlukannya suatu jaringan sosial (social networks) 

yang ada dalam masyarakat, karena penggunaan jaringan/hubungan untuk 

kerja sama dapat membantu seseorang dalam memperbaiki kehidupan 

mereka (Fathy, 2019:3).  

Untuk mempermudah, berikut peneliti sajikan skema pemikiran dari 

penelitian ini, yaitu: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. “Menurut Sugiyono 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 

2009:2). 

 

Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena 

kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). Groat & Wang 

(2013) Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah: (1) fokus pada satu atau 

beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata; (2) menjelaskan 

hubungan sebab akibat; (3) pengembangan teori dalam fase desain penelitian; (4) 

tergantung pada berbagai sumber bukti; dan (5) menggeneralisasikan teori. 

 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2014:5). “Penelitian kualitatif 

juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan 

mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data 

dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci” (Sugiarto, 2015:8) 

 

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis 

sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode 
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wawancara. Kedua, pengkajian mengenai pengaruh modal sosial ini 

membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak 

diperhitungkan dalam sistem angka. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah 

karena metode kualitatif lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang 

dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain 

peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument). 

 

3.2 Fokus Penelitian 
 

Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan di teliti Pengaruh Modal Sosial 

Terhadap Keterpilihan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Yaitu berfokus 

bagaimana para kandidat yang berhasil duduk terhadap modal sosial yang mereka 

miliki dengan berbagai latarbelakang yang berbeda untuk mendapatkan suara 

pendukung terbanyak dalam pemilu di Pesawaran tahun 2019. 

a. Melihat jaringan sosial seperti apa yang digunakan untuk mencapai 

kemenangan serta apa saja yang dilakukan terhadap jaringan sosial yang 

dimiliki sehingga mendapatkan dukungan terhadap jaringan yang dimiliki. 

b. Melihat bagaimana setiap kandidat mendapatkan suatu kepercayaan dengan 

pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh kandidat di tengah masyarakat 

untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu 

legislatif kabupaten pesawaran 2019 secara tiga periode beruntun. 

c. Melihat bagaimana kandidat membangun pola tingkah laku di tengah 

masyarakat yang menjadi nilai dukung penilaian masyarakat untuk 

mendukung seorang kandidat untuk menang sehingga terpilih kembali dalam 

pemilihan legislatif di kabupaten pesawaran 2019. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu di Kabupaten Pesawaran yang sedang melaksanakan Pemilu Legislatif 

pemilihan anggota DPRD tahun 2019. Selain itu peneliti akan melihat bagaimana 

masyarakat Pesawaran dalam mendukung kandidat yang berhasil duduk di kursi 

DPRD Kabupaten Pesawaran. 
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3.4 Jenis Data 

Penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam 

hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk 

dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Wawancara 

dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan 

panduan wawancara, yaitu: para kandidat yang berhasil memenangkan pemilu 

legislatif 2019 di kabupaten Pesawaran dan beberapa sampel masyarakat         yang 

mendukung kandidat di dapil masing-masing kandidat. 

 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, 

Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang 

menjadi panduan penelitian. 

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

 

 Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan 

berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. 

Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan 

yang telah peneliti tentukan untuk di wawancarai. 

Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian 
No Nama Fraksi/Masyarakat Daerah Pemilihan 

1. Devita Sahara PKB Dapil 1 

2. Yusak, S.H., M.H GOLKAR Dapil 2 

3. Tati, SE.  PKS Dapil 2 

4. Suprapto PDI-P Dapil 3 

5. Mustika Bahrum, SE., MM.   GOLKAR Dapil 5 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2021 

 

 

 



30  

 

Alasan memilih informan berikut karena beberapa calon informan yang saya pilih 

merupakan anggota DPRD petahana yang berhasil terpilih kembali menjadi 3 

periode di kursi DPRD Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Fraksi dan daerah 

pemilihan yang berbeda.   

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan    

dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan 

tentang kehidupan manusia, wawancara merupakan pertemuan yang 

dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan 

cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan 

atau makna dalam topik tertentu. mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian- pendirian itu 

merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi (Esterberg dalam 

Sugiyono, 2015:72). 

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara 

terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah 

pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal 

terstruktur. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi 

konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur dan 

mendalam. 

 

2. Observasi 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data 

adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dapat pada saat           

wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena 

ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data 

tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada. 
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Teknik Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Pada 

observasi berperan ini yang dilakukan adalah dengan melihat langsung 

aktivitas, dalam penelitian ini melihat langsung data-data perolehan suara 

pada pemilu legislatif di Kabupaten Pesawaran tahun 2019. 

 

3.  Dokumentasi 

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar 

melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban 

atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban 

narasumber. Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana 

sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain. Dalam 

penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali 

literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Pengelolaan Data 

 

Teknik Pengolahan Data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, 

tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik 

pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. 

Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan 

pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah 

serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. 

2. Interpretasi Data 

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi 

maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam 

menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, 

peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang 

dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap 

pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil 

penelitian. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik 

analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut 

Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. 

 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh. Menurut Matthew B Miles &A. Michael Huberman (1992: 16) analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut 

secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi 

akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan 

(seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang 

dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- 
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gugus, membuat partisi, membuat memo). 

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari 

analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan- 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti 

tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: 

melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Analisis 

data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

Menurut Matthew B Miles &A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut 

secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

2. Penyajian Data 

Matthew B Miles & A. Michael Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian- 

penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 

kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan 

bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis 

yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang 

mungkin berguna. 

3   Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- 
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kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan- 

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat 

untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang 

luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan 

model analisis data interaktif Matthew B Miles dan A. Michael Huberman 

dapat dilihat pada bagan berikut: Penarikan kesimpulan menurut Matthew B 

Miles & A. Michael Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali 

yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu 

tinjauan ulang pada catatan- catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu 

seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar 

pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 

suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna 

yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 

  

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang 

cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi 

Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah. Pada awal Tahun 1967 

wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 

(empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, 

Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung. Pada Tahun 1968 

Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) 

Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang 

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung 

yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota 

Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007. 

 

Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, 

mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang 

terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan 

Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung 

menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar 

Lampung). Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan 

semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten 

Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para Tokoh dan masyarakat 

dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran 
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(P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi 

Kecamatan Gedong Tataan.  

 

Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. Alzier Dianis Thabranie diberikan 

kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak Muallim Taher sebagai Ketua 

Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang 

dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang 

Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2001. Selanjutnya Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas 

Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan 

Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. 

Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan 

menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten 

Pesawaran. 

 

Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian 

diserah terimakan dari Bapak Muallim Taher kepada Bapak Drs. Zainal Fanani 

Idris berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian 

personilyangtertuang dalam SK Nomor : 01/lstimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 

Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan 

Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/lstimewa/ll/2004 

tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia 

Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 02.a/lstimewa/XI/2005 

tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia 

Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran. 

 

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh 

lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah 

Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan 

yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain : 
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1. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 

tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung 

Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 

tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran 

di GedongTataan; 

3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 

tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten 

Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-

LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan 

Dana Pemerintah Daerah Kabupaten LampungSelatan untukCalon Kabupaten 

Pesawaran; 

5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 

11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota 

GedongTataan; 

6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 

16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran; 

7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang 

Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat; 

  

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 

DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 

tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 

(tujuh) wilayah Kecamatan 
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           Tabel. Jumlah Kecamatan Kabupaten Pesawaran 

 

No Kecamatan Ibu1kota 

Kecamatan 

Luas 

(Km2) 

1 Gedong Tataan Gedung Tataan 97,06 

2 Negeri Katon Negeri Katon 152,69 

3 Tegineneng Trimulyo 151,26 

4 Way Lima Batu Raja 99,83 

5 Padang Cermin Padang Cermin 127,34 

6 Punduh Pedada Bawang 113,19 

7 Kedondong Pasar Baru 67,00 

       

 (Sumber : Portal Pesawaran) 

 

Secara astronomis, Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 5,120 -

5,840 Lintang Selatan dan 104,920 – 105,340 Bujur Timur. Pesawaran memiliki 

iklim hujan tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada umumnya, curah 

hujan per tahun berkisar antara 2.264mm sampai dengan 2.868mm dan hari hujan 

antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran 

bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70km/hari atau 

5,83km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26°C sampai dengan 

29°C dan suhu rata-ratanya adalah 28,8°C. 

 

4.1.1.1 Kondisi Demografis Kabupaten Pesawaran dan Latar Belakang 

Pemilu di Kabupaten Pesawaran 

 

Pemilihan umum tetaplah merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Suatu 

proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya menjadi 

pemilihan. Dalam hal pemilihan semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan, 

maka dipakailah sebutan pemilihan umum, disingkat dengan pemilu (Donald 

Parulian 1997:4). Dengan demikian pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan 

memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin 

negara Demokrasi kini menjadi pilihan politik bagi mayoritas negara di dunia, hal 

ini karena demokrasi dianggap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya.  
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Demokrasi pun disebut-sebut dapat mengakomodir segala kebutuhan politik 

rakyat terhadap negara, yakni partisipasi politik yang terdistribusi baik lewat 

lembaga-lembaga parlementer maupun extraparlementer. Selain itu, makna dari 

pada demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dalam hal ini 

terjelaskan bahwasannya suatu negara memberi hak kepada setiap warganya untuk 

ikut serta dalam hal pemerintahan. Rakyat sebagai penerima kebijakan yang 

dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut dan ambil bagian dalam 

mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat negara. Secara implisit, setiap 

warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang menetapkan tujuan 

dan melaksanakan fungsi negara, lalu yang kedua adalah mereka atau warga 

negara yakni yang menjadi sasaran dari pada fungsi dan tujuan dari golongan 

yang pertama tersebut. 

 

Pemilihan Umum yang disebutkan sebagai Pemilu merupakan hasil kerja keras 

dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi 

konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain 

sebagainya. Namun, keberhasilan dari pada pemilihan umum adalah untuk 

mencapai asas demokrasi di indonesia dengan melahirkan pemimpin yang murni 

secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada 

sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pemilihan umum sendiri 

mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai :  

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),  

2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan  

3. Sarana pendidikan politik rakyat.   

 

Pemilihan umum di daerah merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat baik itu 

eksekutif ataupun legislatif mulai dari gubernur, bupati dan walikota. Pada 

pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pesawaran merupakan hajat yang sangat 

penting dalam membentuk dan meregenerasi kepemimpinan mulai dari kepala 

daerah dan wakil kepala daerah selaku eksekutif di daerah serta anggota DPRD 

sebagai legislatif di Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan guna tercapainya 

pelaksanaan pemerintahan secara baik untuk kemajuan rakyat dan daerah. 



40 
 

Pemilukada di Lampung Selatan memilih Bupati dan Wakil Bupati sedangkan 

pemilu legislatif memilih anggota DPRD berserta pimpinan di DPRD. 

4.1.2 Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sendiri 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Kabupaten Pesawaran 

yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 

Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang mendampingi kerja 

dari lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran.   

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesawaran pasal 23 DPRD Mempunyai Tugas Dan Wewenang yaitu 

membentuk peraturan daerah bersama Bupati, membahas dan memberikan 

persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD 

memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan 

jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan 

terhitung sejak Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati tersebut berhalangan 

atau adanya kekosongan jabatan; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; 

memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memberikan persetujuan terhadap 

rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran memiliki 

beberapa hak. Diantara hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah 

mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan 

usul atau pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti 

orientasi pemahaman tugas, protokoler,  serta keuangan dan administratif. Selain 

memiliki hak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) juga memiliki 

kewajiban sebagimana tercantum dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang kode etik 

pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 

2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan. 

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara. 

4. Mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi kelompok dan 

golongan. 

5. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

7. Menaati tata tertib dan kode etik. 

8. Menyerap dan menghimpun aspirasi melalui kunjungan kerja secara berkala 

9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.. 

 

Hasil Pemilu tahun 2019, tanggal 17 April 2019. Dengan anggota sebanyak 45 

orang, telah diambil sumpah dan janji pada tanggal 19 Agustus 2019. Telah 

ditetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 - 

2024. Berikut daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 -2024, 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019 - 2024 

No Nama Jabatan Fraksi Tanggal di 

Lantik 

1 Suprapto Ketua DPRD PDIP 3 Februari 2021 

2 Paisaludin Wakil Ketua 

I DPRD 

PAN 7 Oktober 2019 

3 Musannif Yasser 

Syamsurya 

Wakil Ketua 

II DPRD 

DEMOKRAT 7 Oktober 2019 
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No Nama Jabatan Fraksi Tanggal di 

Lantik 

4 Zulkarnain Wakil Ketua 

III DPRD 

PKB 7 Oktober 2019 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022) 

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

yang terpilih pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 adalah 45 Orang, 

berasal dari 11 partai politik. Berikut nama partai politik dan jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam Periode : 

Tabel 4.2 Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran 

Partai Politik Jumlah Kursi Dalam 

Periode 

 

 2014 – 2019 2019 – 2024 

PKB 4 5 

Gerindra 4 4 

PDIP 8 9 

Golkar 5 4 

Nasdem 4 4 

PKS 4 4 

PPP 3 2 

Hanura 2 2 

Demokrat 2 5 

PBB 2 1 

Jumlah Anggota 45 45 

Jumlah Partai 11 11 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022) 

Pada Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 sendiri, Kabupaten Pesawaran terbagi 

dalam 5 daerah pilihan (Dapil) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Daerah Pemilihan tersebut adalah : 

 

Tabel 4.3 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran 

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi 

Pesawaran 1 Gedong Tataan 9 

Pesawaran 2 Negeri Katon, Tegineneng 11 

Pesawaran 3 Way Ratai, Padang Cermin, 

Teluk Pandan 

10 

Pesawaran 4 Marga Punduh, Punduh Pidada 3 
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Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi 

Pesawaran 5 Way Lima, Kedondong, Way 

Khilau 

12 

 Total 45 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022) 

Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemilihan calon legislatif (pileg) 

pada tahun 2019 yang lalu. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk 

memilih calon anggota yang akan mengisi kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga legislatif 

di daerah. Hasil dari pemilihan legislatif tersebut meloloskan sebanyak 

45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat duduk di kursi 

legislatif di Kabupaten Pesawaran. Berikut nama-nama anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2019-

2024 

 

Tabel 4.4 Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-   

2024 

 

Nama Anggota Partai 

Politik 

Daerah Pemilihan Suara Sah 

Devita Sahara PKB Pesawaran 1 1.880 

Zulkarnain PKB Pesawaran 2 1.470 

Firdayana  PKB Pesawaran 3 1.110 

Rudi Andriansyah PKB Pesawaran 5 1.700 

Rohimah Rahman, 

S.Ag. 

PKB Pesawaran 5 1.677 

Evi Susina, S.H. Gerindra Pesawaran 1 1.542 

Lenida Putri, S.IP. Gerindra Pesawaran 2 2.142 

Rudi Agus 

Sunandar, SE. 

Gerindra Pesawaran 3 1.211 

H. Syaipurrohman, 

SE. 

Gerindra Pesawaran 5 1.564 

Aria Guna, S.Sos.I., 

M.M. 

PDI-P Pesawaran 1 1.786 
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Nama Anggota Partai 

Politik 

Daerah Pemilihan Suara Sah 

M. Nasir, S.I.Kom., 

M.M. 

PDI-P Pesawaran 2 6.196 

Sucipto, S.A.P. PDI-P Pesawaran 2 2.778 

Bambang D.S.L.P., 

S.H. S.Kep 

PDI-P Pesawaran 2 1.922 

Suprapto PDI-P Pesawaran 3 2.440 

Evi Dwiyana Lestari PDI-P Pesawaran 3 1.521 

Masnayati PDI-P Pesawaran 4 1.787 

Heri Yurizal Efendi PDI-P Pesawaran 5 1.612 

Harno Irawan PDI-P Pesawaran 5 1.593 

Drs. Erlinda 

Widiastuti, M.Pd.I. 

Golkar Pesawaran 1 1.177 

Yusak, SH., MH. Golkar Pesawaran 2 2.894 

Bambang Suheri, 

SH. 

Golkar Pesawaran 3 2.278 

Mustika Bahrum, 

SE., M.M. 

Golkar Pesawaran 5 2.277 

Hamsinar Nasdem Pesawaran 1 1.549 

A. Gunawan Nasdem Pesawaran 3 1.364 

Fahmi Fahlevi, S.Pd. Nasdem Pesawaran 4 2.270 

Roliyansyah, SE. Nasdem Pesawaran 5 894 

Atut Widiarti, S.Sos. PKS Pesawaran 1 1.221 

Tati, SE. PKS Pesawaran 2 2.250 

Widada PKS Pesawaran 3 1.881 

Agung Prasetia 

Baktiana 

PKS Pesawaran 5 2.187 

Andi Supratman PPP Pesawaran 2 1.904 

Rifky Assofani, SH. PPP Pesawaran 5 1.372 

Muklis PAN Pesawaran 1 2.417 
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Nama Anggota Partai 

Politik 

Daerah Pemilihan Suara Sah 

Paisaludin PAN Pesawaran 2 4.666 

Umroni, A.Md. PAN Pesawaran 3 898 

Saifudin PAN Pesawaran 4 2.336 

Saptoni, SH. PAN Pesawaran 5 2.841 

Supriyadi Hanura Pesawaran 1 1.884 

Rohman Hanura Pesawaran 5 1.037 

Bumairo Demokrat Pesawaran 1 1.394 

Olan Fitrionando Demokrat Pesawaran 2 5.179 

Irfani, SP. Demokrat Pesawaran 2 2.398 

Musannif Yasser 

Syamsurya 

Demokrat Pesawaran 3 1.646 

Subhan Wijaya, 

S.Kom. 

Demokrat Pesawaran 5 1.795 

Muzakkar, S.Sos PBB Pesawaran 3 1.998 

(Sumber: Sekeretariat DPRD Kabupaten Pesawaran) 

 

4.1.2.1 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran 

 Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten 

Pesawaran merupakan bagian penting dalam Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPRD) Kabupaten Pesawaran yang dibentuk untuk membantu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam 

melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) 

Kabupaten Pesawaran. Alat Kelengkapan Dewan diantaranya adalah: 

a. Pimpinan DPRD 

 

b. Badan musyawarah 

 

c. Komisi 
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d. Bapemperda 

 

e. Badan anggaran 

 

f. Badan kehormatan; dan 

 

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.                                        

 

4.1.3   Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. 

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dibantu oleh Pembantu 

Pimpinan, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten 

Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 pasal 179 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran bertugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten 

Pesawaran di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 

Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 
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Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran pasal 7 ayat 2 yang 

berbunyi: 

1. Penyelengaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

2. Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD 

3. Penyelengaraan rapat-rapat DPRD 

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

4.1.4  Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran 

Pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 

Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran menyebutkan Susunan Organisasi 

Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari : 

a. Sekretaris DPRD Kabupaten 

b. Bagian Umum, membawahi : 

 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Perlengkapan. 

3. Sub Bagian Humas dan Protokol. 

 

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi : 

 

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah. 

2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan. 

3. Sub Bagian Perpustakaan. 
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d. Bagian Keuangan Membawahi  

1. Sub Bagian Anggaran. 

2. Sub Bagian Pembendaharaan 

3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan 

 

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d 

pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

Sedangkan sub bagian- sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

masing- masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian 

yang bersangkutan 

 

Tabel 4.5 Daftar Jumlah Fraksi  

 

I. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 

No Nama Jabatan 

1. Ns. Fx Bambang Dslp, S.H., S.Kep. Ketua 

2. Evi Dwiana Listiani Sekretaris 

3. Harno Irawan Bendahara 

4. Suprapto Anggota 

5. Aria Guna, S. Sos., M.M. Anggota 

6. Heri Yurizal Efendi, S.Sos. Anggota 

7. Masnayati, SE. Anggota 

8. Pujadi, S.Pd., M.M. Anggota 

9. Rani Yunita, S.Pd. Anggota 

 

  II. Fraksi Partai Amanat Nasionat (F-PAN) 

No Nama Jabatan 

1. Saifudin, S.H. Ketua 

2. Saptoni, S.H. Sekretaris 

3. Paisaludin, S.H. Anggota 

4. Umroni, A.Md. Anggota 

5. Muklis Anggota 
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 III. Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) 

No Nama Jabatan 

1. Bambang Suheri, S.H. Ketua 

2. Dra. Hj. Erlinda Widiastuti Sekretaris 

3. Yusak, S.H., M.H. Anggota 

4. Mustika Bahrum, S.E., M.M. Anggota 

 

 IV. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 

No Nama Jabatan 

1. Evi Susina, S.H. Ketua 

2. Lenida Putri, S.IP. Sekretaris 

3. H. Saipurrohman, S.E. Bendahara 

4. Hi. Rudi Agus Sunandar, S.E. Anggota 

 

 V. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 

No Nama Jabatan 

1. Hj. Tati, S.E. Ketua 

2. Atut Widiarti Wakil Ketua 

3. Widada Sekretaris 

4. Agung Prasetia Baktiana, S.E. Anggota 

 

 VI  . Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) 

No Nama Jabatan 

1. Roliyansyah, S.E. Ketua 

2. A. Gunawan Sekretaris 

3. Fahmi Fahlevi, S.Pd. Anggota 

4. Hamsinar Anggota 

5. Muzakkar, S.Sos. Anggota 

6. Supriyadi Anggota 

7.  Rohman Anggota 

 

 VII. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 

No Nama Jabatan 

1. Firdayana, S.Kom Ketua 

2. Rohimah Rahman, S.Ag. Sekretaris 

3. Devita Sahara, S.Kom Anggota 

4. Rudi Adriyansyah Anggota 

5. Zulkarnain Anggota 

6. Andi Supratman Anggota 

7. Rifki Assofani, S.H., M.H. Anggota 
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 VIII. Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) 

No Nama Jabatan 

1. Subhan Wijaya, S.Kom. Ketua 

2. Irfani, S.P. Sekretaris 

3. Yasser S. Ryacudu, S.E., M.M. Bendahara 

4. Bumairo Anggota 

5. Olan Fitrionando Anggota 

  

4.1.5 Gambaran Kehidupan Sosial di Kabupaten Pesawaran 

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Pesawaran secara garis besar 

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan 

penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Saibatin, 

penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. 

Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Pesawaran terdiri dari 

bermacam - macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, 

Sumatra Utara dan Aceh.  

Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau 

Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh 

adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan 

transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan. Dengan beragamnya etnis penduduk 

yang bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, maka beragam pula adat dan 

kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya.  

Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering terlihat adalah pada acara 

- acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Pesawaran dalam bentuknya yang asli 

memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara 

yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di 

Kabupaten Pesawaran dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu 

masyarakat Lampung Saibatin yang merupakan mayoritas suku Lampung dan 

kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dalam kontestasi politik modal sosial sangat berpengaruh penting untuk setiap 

kandidat yang akan bersaing di dalamnya, modal sosial ini adalah modal dasar 

atau kekuatan yang harus dimiliki setiap kandidat yang ingin maju dalam ajang 

pemilihan legislatif ataupun eksekutif, Modal sosial merupakan suatu bentuk 

kepemilikan modal awal atau pemanfaatan sumber daya yang dapat mengakses 

kesegala ruang untuk mendapatkan kekuasaan yang harus dimiliki oleh setiap 

kandidat dalam kontestasi politik. selain untuk mendapatkan simpatik dan 

dukungan dari masyarakat untuk memilih namun modal sosial juga sangat 

berpengaruh untuk memaksimalkan kualitas wakil rakyat yang akan duduk di 

kursi parlemen kedepannya.  

Pada ajang pemilihan memang tidak semua kandidat yang memiliki kekuatan 

modal sosial dapat dipastikan akan berhasil memenangkan ajang pemilihan 

namun berdasarkan kekuatan modal sosial yang mereka miliki setiap kandidat 

dapat membuka, menambahkan bahkan menentukan peluang kemenangan setiap 

kandidat didalam ajang pemilihan, hasil temuan-temuan peneliti dilapangan 

menjelaskan bahwasannya kemenangan setiap kandidat pada ajang politik sulit 

untuk dicapai tanpa adanya kekuatan modal sosial.  

1. Pada indikator kepercayaan diperlukan interaksi dan pola komunikasi yang 

dibangun secara baik dan masksimal dengan masyarakat. Interaksi tersebut 

terwujud dalam banyak kegiatan, misalnya pada saat bakti sosial, pesta 

pernikahan, kematian/kedukaan dan kegiatan-kegiatan sosial lainya kemudian 

kapasitas yang dimiliki setiap kandidat menjadi penilaian bagi masyarakat 

untuk memberikan kepercayaan sehingga masyarakat tidak ragu untuk 

memberikan kepercayaan untuk memilihnya pada pemilu.  
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2. Pada indikator jaringan setiap kandidat harus memiliki jaringan, karena 

jaringan memilik peran yang sangat signifikan dalam kontestasi pemilihan 

selain itu jaringan juga akan membentuk dukungan masyarakat dari hasil kerja 

jaringan yang dimiliki oleh setiap kandidat, mulai dari jaringan sentimen 

seperti kekeluargaan, pertemanan dan kekerabatan ataupun jaringan 

kepentingan mulai dari jaringan organisasi, paguyuban atau kelompok SARA, 

dengan adanya kepemilikan jaringan oleh setiap kandidat akan membentuk 

kekuatan setiap kandidat dalam memperbesar peluang kemenangan atapun 

mencapai kemenangan.  

3. Pada indikator Norma, setiap kandidat yang mengikuti kontetasi harus menjadi 

seseorang yang taat aturan sosial yang berlaku ditengah masyarakat sebagai 

kontrol diri yang dapat membentuk karakter setiap kandidat untuk menjadi 

individu yang ditauladani di masyarakat dan dapat lebih difavoritkan oleh 

masyarakat, sebagai wujud individu yang pantas untuk dijadikan wakil 

masyarakat di parlemen. Hal tersebutlah yang juga tercermin pada Anggota 

DPRD Terpilih Tiga Periode Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan disampaikan pada bab-

bab sebelumnya. Kekuatan Modal Sosial dari pada anggota DPRD terpilih 

pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pesawaran sangat mendominasi dari 

pada kekuatan modalitas masing-masing kandidat yang berhasil duduk di kursi 

DPRD hasil Pemilu Legislatif 2019, peneliti menyimpulkan bahwasannya 

setidaknya ada tiga bentuk modal sosial yang sangat berpengaruh yang dimiliki 

Anggota DPRD terpilih tiga periode Kabupaten Pesawaran dalam  keberhasilan 

setiap kandidat memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 yaitu : 

Kepercayaan, jaringan dan norma. 

4. Secara umum kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Maka setiap 

kandidat pelaku modal sosial berhasil melakukan ketiga indikator tersebut 

yaitu Kepercayaan, Jaringan dan Norma. Ketiga modal sosial ini dapat menjadi 

suatu cara bagi politisi dan masyarakat juga sebagai acuan mereka untuk 

dipilih dan memilih dalam kontestasi politik terutama dalam pemilu legislatif. 

Dengan berlakunya praktik modal sosial ini, maka politisi memperkecil biaya 
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pemilu yang akan mereka hadapi dan bagi masyarakat juga hal ini menjadi 

daya penguat untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam konstestasi 

politik terhadap praktik politik uang. Sehingga masyarakat dapat benar - benar 

memilih wakil rakyatnya dengan baik dan benar menurut penilaian mereka 

masing - masing 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Pada indikator Kepercayaan peneliti menyarankan sebaiknya anggota DPRD 

terpilih tiga periode agar tetap dapat menjaga amanah, tanggungjawab, pola 

komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat.  

2. Selanjutnya pada indikator Jaringan sebaiknya para anggota DPRD terpilih tiga 

periode lebih memperluas lagi jaringannya agar menambah peluang untuk 

kembali terpilih pada kontestasi berikutnya, bahkan sampai level yang lebih 

tinggi. 

3. Sedangkan pada indikator Norma sebaiknya Anggota DPRD terpilih tiga 

periode dapat tetap konsisten menunjukan sikap, sifat, tingkah laku yang taat 

pada norma sosial juga menjadi pribadi yang ditauladani oleh masyarakat. 

 

Secara umum saran untuk kandidat politik, politisi yang akan berkontestasi, partai 

politik dan masyarakat agar sampai seterusnya pada saat berlangsung pesta 

demokrasi yaitu pemilu legislatif. Praktik Modal sosial tetap dilakukan dengan dalih 

hal ini menjaga kestabilan pemilu, agar tidak terjadi pemicu perpecah belahan antara 

sesama politisi dan masyarakat. Justru modal sosial bisa menjadi pemersatu 

pemikiran untuk sama - sama menjaga sportivitas saat berkontestasi politik. Hal ini 

juga dapat dijadikan acuan untuk mengurangi terjadinya politik praktis, yang mana 

dalam hal ini praktik politik uang dapat berkurang bahkan hilang dalam setiap 

berlangsungnya pemilu legislatif. 
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PANDUAN WAWANCARA 

DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN) 

 

 

I. Identitas Narasumber 

 Nama  : Devita Sahara 

 Jenis Kelamin : Perempuan 

 Informan   : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran  

 

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan 

pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah 

Dapil?  

Jawaban : Sama juga halnya pada saat tahapan berkampanye apa yang 

dapat kita lakukan maupun berikan itu akan menimbulkan rasa 

kepercayaan masyarakat bahwa kita memang benar - benar menjadi wakil 

dan perwujudan dari keinginan, aspirasi juga kebutuhan masyarakat 

 

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang 

ada dilingkup masyarakat maupun pemuda? 

 

Jawaban : Saya aktif di beberapa organisasi sebagai Srikandi pemuda 

pancasila, pernah juga menjadi ketua perempuan bangsa, menjadi 

pengurus partai politik, dari situlah jaringan terbentuk. 

 

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab 

dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?  

Jawaban : Melakukan pendekatan kepada Masyarakat sehari - hari dengan 

bersilaturahmi, selanjutnya pendekatan melalui kegiatan seperti pengajian, 

arisan RT/RW, pertandingan yang dilaksanakan di setiap desa. Dalam 

pendekatan itu juga masyarakat banyak menginginkan bantuan melalui 

kegiatan ataupun terkait keperluan seperti pendidikan, kesehatan. Maka 

saya sebagai anggota dewan tentunya kita sudah seharusnya sangat peduli 

terhadap masyarakat. 
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4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk 

memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?  

Jawaban : Pola dan cara kita berbicara, menyapa dan bertingkah laku yang 

baik terhadap keluarga ataupun masyarakat tentu harus memperhatikan 

kesopanan dan attitude. Terlebih lagi ketika masyarakatada musibah 

maupun hajatan saya harus hadir, dalam bentuk kepedulian inilah 

menunjukan sifat sikap juga perilaku baik kita dengan masyarakat. 

 

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?  

Jawaban : Melalui partai saya menggerakan roda kepengurusan yang 

berjumlah 19 ranting, itu termasuk motor saya untuk memperbanyak 

jaringan dan bergerak sampai ke masyarakat, dengan membentuk 

kepedulian. Terlebih lagi melalui ketua ranting perdesa agar  dari situlah 

berguna untuk makin mendekatkan diri kepada masyarakat. 

 

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu 

dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran?  

Jawaban : Tidak ada strategi tertentu yang saya pakai, hanya saja ketika 

dalam lingkup masyarakat terdapat kegiatan maka saya hadir dan 

memberikan bantuan sumbangsih untuk memperlancar kegiatan tersebut, 

selain itu saya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat di 

wilayah dapil saya 
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PANDUAN WAWANCARA 

DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN) 

 

 

II. Identitas Narasumber 

 Nama  : Yusak SH.,MH.  

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Informan   : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

 :     

 

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan 

pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah 

Dapil? 

Jawaban  Pada saat berkampanye, kan memang ketika itu kita sudah 

menjadi anggota dewan, maka saya mengambil keputusan untuk jangan 

pernah berubah perilaku, sikap kepada masyarakat. Selain itu juga ketika 

masyarakat meminta bantuan apapun bentuknya, semampunya kita bantu. 

Baik terkait kebijakan pemerintah ataupun permasalahan di masyarakat. 

Kita sebagai anggota dewan menghubungkan kepada pemerintah sebagai 

aspirasi dari masyarakat, selalu serius untuk membantu bagaimana 

hasilnya nanti itu sudah menjadi usaha untuk membuat masyarakat 

semakin percaya. 

 

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang 

ada dilingkup masyarakat maupun pemuda? 

Jawaban : Kalau saya ikut secara langsung dalam organisasi tidak terlalu 

tetapi saya selalu dilibatkan, baik itu menjadi pembina maupun penasihat. 

 

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab 

dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?  

Jawaban : Awal mulanya saya memang bukan orang politik, saya 

pengusaha suplayer sugar group dan gunung madu. Saat itu karena oleh 

masyarakat juga saya dianggap sebagai tokoh di desa saya, mereka  
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mempercayai saya untuk mencalonkan diri, juga pada saat itu saya 

berkeyakinan ketika  masyarakat sudah mempercayai saya, saya akan 

terpilih. Saya juga berkeyakinan melalui pendekatan suplayer tadi, 

masyarakat sudah percaya saya bisa menjaga amanah, saat belum menjadi 

anggota dewanpun saya sudah berkomunikasi dengan kerabat, sanak 

saudara diberbagai desa di wilayah dapil saya. 

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk 

memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?  

Jawaban : Saya sih memang ketika ada hajatan, turnamen ataupun kabar 

duka saya hadir, ketika tidak ada kesibukan di kantor atau partai saya 

maen berkeliling. Dimanapun ketika ada masyarakat yang suka kumpul -  

kumpul saya dateng, bersepeda mengelilingi wilayah dapil. Pendekatan ini 

tidak pilih - pilih, jangan berfikir ketika kita dekat kita berfikir mereka 

akan memilih, jangan seperti itu. Dekat dengan semua lapisan masyarakat 

sehingga disitu sifat sikap perilaku kita dilingkup masyarakat menjadi 

baik, hangat juga harmonis. Selalu continue untuk tujuan dan niat selalu 

baik kepada masyarakat, terbuka akrab. Jangan buat masyarakat takut 

dengan kita, berkecimpung dimanapun tempatnya. Kita dianggap terbuka 

jangan angkuh, sombong. Dan kita gabisa memastikan masyarakat 

memilih kita ketika kita menunjukan sikap baik, harus selalu berperilaku 

baik dan dekat dengan mereka, praduga baik aja. Ketika sikap masyarakat 

baik dengan kita itu sudah luar biasa bagi saya, berartikan disitu tidak ada 

suatu hal yang ditutupi. Di dapil saya ini 37 desa memang tidak mungkin 

utuk lebih dekat dengan semuanya, tetapi dari tahapan itu tadi lah, 

dimanapun kita datang kita tunjukan sikap baik, itu juga merupakan usaha 

untuk membesarkan dan menjaga nama baik partai. Harus selalu berbuat 

baik dengan maksimal semampu kita berperilaku lebih dekat dengan 

masyarakat, jangan tunjukan suatu hal yang membuat masyarakat muak 

dan segan dengan kita. 

 

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?  

Jawaban : kalau ada kegiatan pengajian, turnamen pemuda, terlepas 

mereka memilih saya ataupun tidak itu urusan nanti. Yang terpenting saya 

dekat dengan masyarakat dan mereka mengenal saya, itu merupakan 

selangkah kita untuk berjuang dalam pemilu legislatif. Jangan sampai 

masyarakat ketika sudah mendekati pemilihan tidak mengenal kita, kalau 

sudah kenal kedepan saya akan lebih dekat dengan masyarakat. Dan sudah 

ada sedikit jaringan, suara saya di setiap desa sudah ada, melalui 

pendekatan itu tadi terbentuk jaringan yang utuh, mereka sudah tau jiwa  
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kepemimpinan kita, jadi pada saat berkampanye sudah tidak terlalu 

khawatir. Karena kita sudah  pendekatan emosional dengan masyarakat 

tidak membutuhkan biaya. Dari sudah saling kenal dan sering membantu. 

 

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga 

bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaran?  

Jawaban : Dengan memperbanyak kegiatan dan pendekatan terhadap 

masyarakat itulah menjadi strategi bagi saya untuk mengambil hati agar 

masyarakat akan selalu ingat dan memilih saya sebagai wakil rakyatnya di 

daerah pemilihan 2 kabupaten pesawaran. 
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PANDUAN WAWANCARA 

DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN) 

 

 

III. Identitas Narasumber 

 Nama  : Tati, SE. 

 Jenis Kelamin : Perampuan  

 Informan   : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

:          

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan 

pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah 

Dapil?  

Jawaban : Ketika ada berbagai kegiatan, pertemuan serta undangan saya 

menghadirinya terlebih ketika ada perayaan hari besar atau nasional ada 

ditengah masyarakat, kemudian dari langkah itulah masyarakat akan 

percaya dan juga kita harus menjaga kepercayaan mereka untuk menjadi 

dewan yang menyalurkan aspirasi - aspirasi masyarakat. Sehingga semua 

tujuan dapat selaras itu semua pasti perlahan terwujud. 

 

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang 

ada dilingkup masyarakat maupun pemuda? 

Jawaban : Saya di desa sebagai ketua kelompok pengajian, di partai politik 

saya sebagai pengurus partai, untuk lingkup pemuda saya bukan pengurus 

namun tiap ada turnamen selalu diundang dan saya hadir ikut serta 

memeriahkannya. 

 

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab 

dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?  

Jawaban : Berbuat baik dengan masyarakat sekitar dan jangan pernah 

berdusta apalagi memberi janji – janji muluk yang tidak pernah bisa 

diwujudkan. 
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4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk 

memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?  

Jawaban : Saya menyesuaikan perilaku dengan perilaku yang ada disekitar 

masyarakat, mencoba untuk selalu berbuat baik ketika ada masalah pribadi 

jangan sampai terbawa - bawa ketika kita bertemu masyarakat. Selalu 

tunjukan sikap sifat yang baik tanpa adanya kepalsuan sedikitpun. Jadi 

masyarakat menganggap bahwa kita juga bagian dari mereka, disitulah 

tidak adanya kecanggungan. Selain itu juga kita harus menjaga 

komunikasi dengan masyarakat, sehingga ketika ada pemilihan untuk 

periode selanjutnya masyarakat yang meminta bantuan kita bantu dengan 

maksimal dan kita tidak perlu mencari masyarakat untuk memilih, karena 

sudah terjaga itu tadi jadi itu suatu timbal balik untuk tujuan selanjutnya. 

 

5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?  

Jawaban : melalui partai politik saya sering memberikan edukasi dan 

pemahaman tentang pentingnya masyarakat terlibat langsung dalam politik 

dengan langkah seperti itu masyarakat semakin mengenal, lambat laun 

jaringan itu akan semakin kuat. Sehingga masyarakat akan memilih calon 

yang asal usulnya sudah diketahui bahkan kenal. Disitu masyarakat 

beranggapan mereka tidak salah dalam memilih pemimpin yang mewakili 

mereka di legislatif. 

 

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga 

bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaran?  

Jawaban : Menjaga dan merawat kepercayaan, jaringan dengan masyarakat 

itu sudah selalu saya pertahankan untuk tetap mencari dukungan terhadap 

saya pribadi, sehingga pada saat setiap pemilu legislatif masyarakat akan 

mendukung saya secara terus menerus 
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PANDUAN WAWANCARA 

DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN) 

 

 

I. Identitas Narasumber 

 Nama   : Suprapto 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Informan  : Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran  

         

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan 

pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah 

Dapil?  

Jawaban Sama halnya pada saat saya berkampanye, disetiap tempat kan 

berbeda - beda karakter masyarakatnya, kita harus pinter membaca situasi 

dan simpatik masyarakat yang kita datangi, baik kelompok pengusaha, 

pertanian. Tidak hanya itu, kita juga harus nmenjaga keharmonisan 

keluarga besar, dari kepercayaan keluarga besar itu menjadi modal awal 

kita membangun kepercayaan dengan masyarakat lainnya. Karena kalau 

dari keluarga saja misalnya tidak rukun, terpecah. Bagaimana masyarakat 

akan percaya dengan tujuan mulia kita sebagai anggota dewan. 

 

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang 

ada dilingkup masyarakat maupun pemuda? 

Jawaban : Karena memang faktor usia juga jadi saya mengikuti organisai 

itu sebagian besar hanya menjadi penasehat. Saat itu saya selalu ikut, 

diberbagai organisasi baik lingkup masyarakat maupun pemuda. Salah 

satunya menjadi pengurus karang taruna, dan andil dalam kelembagaan 

desa. Tidak hanya itu jaringan yang saya bangun juga melalui partai 

politik, dengan selalu mensosialisasikan pancasila. 
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3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab 

dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?  

Jawaban : Saya mantan kepala desa di salah satu desa wilayah dapil saya. 

Setelah mengabdikan diri sebagai kepala desa, saya memang sudah 

mendapat kepercayaan, bahkan masyarakat juga mempercayai saya untuk 

maju sebagai dewan, dengan berbagai pendekatan di desa saya maupun 

desa lainnya. Alhamdulillah saya menampung berbagai macam aspirasi 

dan kemauan masyarakat tentunya baik dari masyarakat umum, pemuda 

semua lapisan. Berbagai macam cara melalui momen mensejahterakan dan 

membangun desa, dibidang pembangunan juga olahraga. Membantu untuk 

meringankan keluhan masyarakat, saya tuntaskan semua, disitulah selalu 

terbentuk kepercayaan masyarakat terhadap saya. Terutama dalam bidang 

pertanian, saya membantu masyarakat untuk membantu permasalahan 

pertanian, pupuk, sosialisasi pembenahan saya lakukan. Di desa juga saya 

selalu hadir untuk membantu mengaktifkan pengajian rutin ibu - ibu. 

 

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk 

memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?  

Jawaban : Kalau secara pribadi saya walaupun sampai saat ini dari mulai 

menjadi kades hingga menjadi anggota dewan, saya menjalankan amanah 

untuk masyarakat dan patuh terhadap perintah partai. Saya dengan 

masyarakat itu tidak ada perbedaan, sudah terbiasa menunjukan pola hidup 

sederhana, tingkah laku dan ucapanpun sederhana. Sehingga masyarakat 

tidak ada rasa segan, kaku, canggung dengan saya. Sekalipun bertemu di 

pasar atau dimanapun, masyarakat ketika bertemu dan menghadap saya 

sudah terbiasa. Dan itu juga tidak mengurangi rasa hormat, itu yang 

selama ini selalu saya bangun dan tanamkan dalam pergaulan di 

lingkungan masyarakat, seperti masyarakat biasa pada umumnya. 

Masyarakat juga tentu mengharapkan timbal balik sikap baik kita, jadi 

ketika di waktu berkampanye, karena memang kita sudah menunjukan 

sikap baik, amanah juga melakukan pendekatan dengan masyarakat 

melalui perilaku santun. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat 

bisa kita sama - sama usahakan untuk terwujud. Dengan pemuda pun 

begitu, menunjukan sikap yang semestinya. Tidak sungkan pemuda 

menyampaikan aspirasi mereka kepada kita. Dan kita pun akan semangat 

juga menjalankan aspirasi itu. 
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5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?  

 

Jawaban : Sebelum pemilihan saya melakukan komunikasi dengan 

masyarakat melalui sosialisasi pancasila, dari itu saya selalu 

menggaungkan kepada berbagai masyarakat di beberapa desa khususnya 

di wilayah dapil saya untuk mengamalkan pancasila. Karena memang nilai 

- nilai pancasila menjadi pedoman dan dasar kita untuk melakukan 

kehidupan baik itu bersosial, budaya. Disitu lengkap dan meyeluruh. Juga 

kan sebelumnya saya memang jaringan itu sudah ada, pada saat saya 

menjadi kades, untuk di masyarakat lain saya bangun jaringan melalui tim 

pemenangan untuk dikenal dan mengenal masyarakat. 

 

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga bapak/ibu 

dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran?  

 

Jawaban : Strategi saya pribadi itu memang dengan modal sosial tadi, 

bahwa saya harus mempertahankan apa yang sudah saya lakukan terhadap 

masyarakat. Tidak melupakan tempat kelahiran, terus membangun apa 

yang bisa saya bangun dan terus memperbaharui apa saja yang sudah 

berubah dalam lingkup masyarakat 
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PANDUAN WAWANCARA 

DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH TIGA PERIODE PADA 

PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 

(STUDI DI KABUPATEN PESAWARAN) 

 

 

I. Identitas Narasumber 

 Nama   : Mustika Bahrum SE., MM 

 Jenis Kelamin : Laki Laki 

 Informan  : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

1. Bagaimana proses bapak/ibu anggota DPRD dalam melakukan tahapan 

pendekatan terhadap masyarakat pada saat berkampanye ke beberapa wilayah 

Dapil?  

Jawaban : Melakukan pendekatan saat kampanye, saya langsung 

mendatangi kelompok masyarakat. Berkeliling satu rumah kerumah 

lainnya, dengan pendekatan itulah masyarakat akan menilai kita. Ketika 

sudah semakin mengenal maka masyarakat akan lebih akrab dengan kita, 

sampai seterusnya jaga pendekatan itu. Pendekatan emosional, pendekatan 

masyarakat, ngobrol melakukan diskusi, maka masyarakat akan memilih 

kita nantinya, karena mereka sudah kenal, dekat dan akrab. 

 

2. Apakah bapak/ibu pernah atau sedang berkecimpung dalam Organisasi yang 

ada dilingkup masyarakat maupun pemuda? 

Jawaban  Berkaitan dengan ketika kita mau mengikut sertakan diri 

bergabung dalam satu lingkup organisasi masyarakat di desa, baik karang 

taruna, risma, pengajian. Itu bibit untuk kita menciptakan jaringan dan 

ketika kita cakap dalam sesuatu, dilayak oleh orang lain pantas, tentu 

masyarakat mempercayai kita untuk memimpin organisasi itu. Punya jiwa 

dan kepiawaain dalan memimpin. Apalagi jika punya darah pemimpin, 

maka sudah terlatih dalam kelurganya. Belajar dalam masyarakat, aktif di 

masyarakat. Otomatis jaringan itu terbentuk, saya pribadi di desa memang 

memiliki keturunan kesebatinan di Marga way lima, saya memiliki gelar 

Suntan Pengayom makhga. Dalam adat saibatin gelar diberikan hanya  
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kepada keturunan Raja lampung, artinya tidak bisa dibeli ataupun diminta. 

Dengan adanya gelar ini, tentu dalam pelaksanaan adat di Pesawaran 

sudah  

semestinya saya aktif dan di hargai sebagai pemipin adat saibatin, yang 

lingkupnya buka hanya masyarakat namun juga muli mekhanai yang 

tergabung dalam adat istiadat. Tidak hanya itu saya pernah menjadi Ketua 

persatuan pemuda pelajar mahasiswa pesawaran, tanggamus, pringsewu. 

Ini banyak manfaatnya sebagai jaringan yang kuat, untuk menghimpun 

organisasi. 

 

3. Bagaimana bapak/ibu membangun suatu kepercayaan dan tanggungjawab 

dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat?  

Jawaban : Kepercayaan itu tidak perlu dibangun, tetapi dengan sendirinya 

terbangun ketika memang kita mengikuti hubungan sosial di masyarakat. 

Tidak ada yang direncanakan, natural, mengalir dengan sendirinya, bahwa 

kita hidup di masyarakat maka kita harus bergaul dengan masyarakat. 

Memang harus begitu semestinya, kita harus aktif di masyarakat, bisa 

bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Tidak perlu terlalu 

luas dulu, dalam keluarga ketika kita sudah dipercaya maka otomatis akan 

telihat diluar, orang lain menilai bahwa kita dapat dipercaya dan cikal 

bakal menjadi seorang pemimpin. Karean dilihat bisa memimpin 

keluarganya, maka pantas bila menjadi pemimpin untuk masyarakat. Jadi 

membangun kepercayaan itu bukan rencana, tapi memang seyogya nya 

setiap manusia harus bertanggungjawab dengan dirinya, keluarga dan 

lingkungannya. 

 

4. Bagaimana bapak/ibu membangun pola komunikasi sebagai bentuk 

memperlihatkan sifat, sikap Individu terhadap masyarakat?  

Jawaban : Dalam bergaul di masyarakat kita harus santun, jangan menutup 

diri, ketika bergaul, jangan membatasi diri, tidak boleh pilih - pilih baik 

yang muda, tua ataupun seumuran. Namun juga harus pandai 

menempatkan diri, utamakan setiap bergaul tujuan kita untuk belajar 

dalam hal apapun, jangan merasa kita lebih pintar. Dalam istilah lampung 

itu sepuluh pandai, sebelah ngulih  ulih, artinya walaupun kita sudah tau 

tentang apapun, tapi tetap saja kita saling bertanya, sharing agar tidak 

terlalu merasa pintar dan tau segala hal. Membuka diri untuk diberikan 

saran, masukan dan wawasan. Rendah diri dalam bergaul, utamakan 

etitude, sopan dan santun. 
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5. Bagaimana bapak/ibu melakukan komunikasi politik sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Legislatif kepada masyarakat?  

Jawaban : Saya juga sejak dari muda sudah aktif di partai, karena saya 

sering berbaur maka saya didorong dan dipercaya untuk maju sebagai 

anggota  

 

 

dewan di wilayah dapil 5 Pesawaran. Sejak awal periode sampai saat ini, 

saya menjaga jaringan itu baik dengan tim partai, pemuda, juga 

masyarakat.  

Semakin kuat jaringan itu dijaga, maka akan terus beranjut sampai 

seterusnya. 

 

6. Apakah ada strategi tertentu untuk meyakinkan masyarakat sehingga 

bapak/ibu dapat terpilih kembali sampai dengan tiga periode sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaran?  

Jawaban : Strateginya apa yang kita niatkan, ucapkan maka harus kita 

laksanakan, konsisten dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita. 

Sebelum menjadi dewan dan sesudah menjadi dewan kita jangan pernah 

berubah, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka dengan begitu 

kepercayaan masyarakat akan terus timbul, semakin percaya dan yakin 

bahwa kita benar - benar bisa menjadi wakil dan pemimpin mereka. 

Menjadi pemimpin yang bisa menjaga amanah dari masyarakat, seperti itu 

yang selalu saya lakukan dan jaga sampai saat ini. 
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